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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG -

PEHBUKﬁﬂH DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERT AGAMA REPUBLIK -INDONESIA

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di
bidang pend1d1kan dipandang perlu melaksanakan pembukazan
dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai
model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitar-
nya.

R

Undang-Undang Republik Indonesia MNomor 2 Tahun 139889
tentang Sistem Pendidikan Masional;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 28 Tahun

1990 tentang Pendidikan Dasar;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

1990 tentang Pendidikan Menengah;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 44 Tahun

1974 tentang Polkok-Pokolk Organisasi Departemsn;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan

" segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presidan

Republik Indonesia Namor 76 Tahun 1986;

. Keputusan HMenteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebu-

dayaan dan Menteri Dalam Hegeri Nomor 6 Tahun 1973,
Momor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;

. Keputusan Menteri Agama MNomor 18 Tahun 1975 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agams
vang telah diubah dan cdisempurnakan terakhir dengan
Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1384

. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1381 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen
Agama Fropinsi, HKantor Departemen Agama Kabupaten/-
Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai
Teknis Keagamaan Departemen Agama;
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9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1378 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaivah
Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama MNomor 16 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawivah
Negeri;

11.Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah
Negeri.

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur MNegara

dengan Surat Nomor : B-112/1/19397 tanggal 29 Januari 1937.
MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDOMESIA TENTANG PEMBU-

KAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

: Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum

dalam lTampiran I dan II Keputusan ini.

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, .dan tata

kerja Madrasah Ibtidaiyah Megeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata

kerja Madrasah Tsanawiyah Megeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Agama
Momor 16 Tahun 1878,

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata

kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal
1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.

- Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.

- Sejak berlakunya Keputusan ini. jumlah Madrasah Ibtidaiyah

Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi
1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madra-
sah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus
lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh
satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari
457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (1ima ratus
lima puluh empat) madrasah.



Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
~ Pada tanggal 1 17 Maret 1997
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1. Henko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan:
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggeran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan

—
o 4D

Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;

. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga

11.

12.

13.
14,
5.

Islam/Inspektur/Kapus]itbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga
Islam/Kapusdiklat Pegawai:

Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/
Setingkat di seluruh Indonesia; _

Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di
seluruh Indonesia;

Kentor Perbendaharann dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
Yang bersangkutan untuk diketahui.
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Madrasah Ibtidaiysh
Negeri Tirak

Madrasah Totidaiyah
Negen Ketangmung

Madrasah [btidaiyah Negen
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Madrasah Ibtdenyah
Megeri Sempolan

Madrasah Tbtidaiyah Neger
Sdo
Madrasah Ibtidaiyah Negerd

Sumbersan

dpdrasah Tbtidaiyah Neger
Doho Dolope Madiun

Madrasah [btidaiyah
MNegeri Mergayu

Madrasah Ibtidaiyah Neger
Bugul Kidul

Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Medali

Madrasah Tbtidaiyah Negeri Filial Tirak
Kwadungan D3, Tirek Kec, Kwadungan
Kab. Ngawi

Madrasah Tbtidaiyah Meger Filial
Ngemplak Ds. Ketanggung Kec, Sina
Keb, Ngewi

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Bunglous

Madrasah Tbtidaiyah Negeri Filisl di Ngemplak -

Madrasah |btidaiyah Negeri Filial Sempalan
JL. Olsh Faga Mo, 20 Ds, Sempolan Kee.
Silo Kab, Jember

Madraseh Ibtidaiyah Negeri Filial di Silo

Madrasah [btidaryah Neger Filial di Sumbersari

Madrasah [btidaiyah Neged Filial Doho
Ds, Doho Kee. Dolopo
Kab. Madiun

Madrasah [btidaiyeh Negeri Filial Mergayu
Da, Mergayu Kec. Bandung
Kab, Tulungagung

Madrasah [btidaiyah Negeri Filial di Bugul Kidul

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Medali

Kab, Ngawm L

Kab. Ngawi

Kab. Ngawi

Kab, Mgawd 7

Eab, Jember

Kab, Jember

Kab. Jember

Fab. Madiun

Kab, Tulungagung

K-.':-d_yn Pasurnsn

Kab. Majokerto




